
  

BUPATI GORONTALO 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN BUPATI GORONTALO 

NOMOR 9 TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO 

NOMOR 49 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 

Menimbang: a. 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GORONTALO, 

bahwa sesuai ketentuan pasal 164 ayat (2) dan ayat (5) 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah Pergeseran anggaran antar obyek belanja 

dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan melalui 

perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD, Perubahan 

Perkada tentang Penjabaran APBD selanjutnya dituangkan 

dalam rancangan Perda tentang perubahan APBD atau 

ditampung dalam laporar. realisasi anggaran, 

bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahur 2022 Tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2023 Huruf C. 2 . b angka 1) 

Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya.



bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 Tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2023 Huruf C. 2 . b angka 2) 

Pemerintan Daerah menganggarkan pendapatan yai.g 

bersumber dari dana transfer yang penggunaannya sudah 

ditentukan dengan petunjuk teknis sesuai dengan peraturan 

perundang- undangan, 

bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 Tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2023 Huruf C. 2. b angka 3) Dalam 

hal penganggaran dana transfer ke daerah sebagaimana 

dimaksud pada angka 2), penggunaannya tidak sesuai dengan 

petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah Daerah 

melakukan penyesuaian atas penggunaan dana transfer ke 

daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan 

Kepala Daerah (Perkada) tentang Penjabaran APBD TA 2023 

dan diberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD), untuk selanjutnya dianggarkan dalam 

Perda tentang perubahan APBD TA 2023 atau ditampung 

dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah 

Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023 

bahwa berdasarkan Butir W.d Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah Keadaan yang menyebabkan 

SILPA tahun sebelumnya digunakan dalam tahun anggaran 

berjaan Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 84 Tahur 2022 Tentang Pedoman 

Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2023 huruf F. 1. f. 26), Tata cara 

penganggaran penggunaan SiLPA Tahun Anggaran 

sebelumnya terlebih dahulu melakukan perubahan atas 

Perkada ter.tang penjabaran APBD Tahun Anggaran 

berikutnya, dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD. 

Untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang 
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Mengingat 

perubahan APBD Tahun Anggaran berikutnya atau ditampung 

dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah 

yang tidak melakukan perubanan APBD Tahun Anggaran 

berikutnya, 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a,huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketujuh 

Atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 49 Tahun 2022 

Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2023 

: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 

74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1822), 

. Undang-Undang Nomor 17 Tehun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik 'ndonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286) sebagaimana telah diubai beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka 

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian 

Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6485), 

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

 



Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara 

dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka 

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian 

Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6485) 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400), 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104. Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

denganPeraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6481), 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2(22 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemeriritah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757): 

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peratruran Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ( 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856), 

 



9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang 

Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Gorontalo dari 

Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3147): 

10.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028), 

11.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575), 

12.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165), 

13.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah dirubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6402): 

14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 604i), 

15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322): 
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16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781), 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 972), 

18.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

211/ PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 139/pmk.07/2019 tentang 

Pengelolaan Dana Bagi Basil, Dana Alokasi Umum, dan Dana 

CGtonomi Khusus. 

19.Peraturan Menteri Keuangan Repuamlik Indonesia Nomor 

212 /PMK.07 /2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah 

Dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang 

Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 

20.Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 11 Tahun 

2006 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2006 Nomor 

4, Seri E), 

21.Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2021 Nomor ): 

22.Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 49 Tahun 2022 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo 

Tahun 2022 Nomor ): 

23. Peraturari Bupati Gorontalc Nomor 42 Tahun 2021 tentang 

Tata Cara Penganggaran Dan Pelaksanaan Belanja Yang 

Melampaui Tahun Anggaran (Berita Daerah Kabupaten 

Gorontalo Tahun 2021 Nomor 42): 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI GORONTALO TENTANG PERUBAHAN 

KETUJUH ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO NOMOR 49 

TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Pera:uran Bupati Nomor 49 Tahun 

2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten 

Gorontalo Tahun 2022 Nomor |) diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 2 

Perubahan ringkasan penjabaran APBD sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 1 tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati 

ini. 

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 3 

Perubahan penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 1 tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo. 

Ditetapkan di Limboto 

pada tanggal 17 Aprl w23 

  

Diundangkan di Limboto 

pada tanggal 17 EPL 2022 

SEKRETARIS RAH KABUPATEN GORONTALO, 

NG 

ONI SAMPIR 

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2023 NOMOR 9?


